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ABSTRAK 

 

 Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok yakni untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam mengeluarkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan. Rumusan masalah dalam penelitian 

yaitu (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan 

keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung 

Utara? (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap 

implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 

Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas 

Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi 

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara? Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan 

keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara 

dan untuk mempelajari bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah 

terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu 

Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas 

bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh berupa data primer 

dan data skunder melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk 

kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 

tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan belum terlaksana 

secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya rambu-rambu lalu 

lintas yang tidak dilakukan perawatan sehingga hilang sebagian fungsi 

sebagai sarana yang berguna bagi masyarakat dan kerusakan pada 

lampu lalu lintas dibeberapa titik kota yang terus dibiarkan. Dalam 

tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 

tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan belum sesuai 



 

iv 

 

 

dengan siyasah tanfidziyyah. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian 

pemerintah dalam meniadakan kemudaratan bagi masyarakat 

sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqhiyah yakni al-Dhararu 

Yuzalu.   

 

Kata Kunci : Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Peraturan Daerah, 

Manajemen Lalu Lintas Jalan. 
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MOTTO 

 

                            

                           

 

 “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di  

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan  

adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi  

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha  

Mendengar, Maha Melihat”. 

(Q.S. An-Nisa’ [4] : 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis terlebih dahulu 

akan memaparkan istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang 

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan. Adapun istilah yang 

terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Tinjauan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tinjauan 

memiliki arti sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat yang 

diperoleh setelah menyelidiki suatu obyek tertentu.
1
 

2. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Fiqh siyasah tanfidziyyah merupakan politik pelaksanaan 

undang-undang. Yang memiliki makna bahwa sebagai 

pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas 

membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. 

Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan 

nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem 

pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara 

memiliki budaya politik yang sama.
2
 

3. Implementasi 

Implementasi merupakan penerapan dari rancangan atau 

langkah yang telah disusun secara terperinci, dan dapat 

dilaksanakan setelah semua perencanaan dianggap sempurna. 

Atau dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu bentuk aktifitas 

yang saling membantu pada saat proses interaksi antara tujuan 

                                                 
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 28. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33. 



 

 

  

2 

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksanaan dan birokrasi yang efektif.
3
 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 

Tahun 2001 Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 

Tahun 2001 Pasal 4 merupakan Peraturan Daerah yang 

ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara Hairi Fasyah mengenai 

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan di kabupaten lampung 

utara. 

Sedangkan pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 merupakan pasal yang 

membahas tentang kewajiban Dinas Perhubungan dalam hal 

menjalankan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. 

5. Manajemen Lalu Lintas 

Manajemen lalu lintas merupakan salah satu kegiatan yang 

meliputi dari pengorganisasian, perencanaan, pemberian arah, 

serta pemantauan keadaan pergerakan lalu lintas, baik itu bagi 

pejalan kaki, pesepeda, dan semua tipe kendaraan.
4
 

Berdasarkan penjelasan dalam penegasan judul di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah 

terhadap implementasi pasal 4 peraturan daerah kabupaten 

lampung utara nomor 5 tahun 2001 tentang pelaksanaan 

manajemen lalu lintas jalan di dinas perhubungan kabupaten 

lampung utara. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kecepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia tentunya 

tidak terlepas dari sektor transportasi baik itu dari segi trasportasi 

darat, laut dan udara. Untuk itu maka dalam menciptakan 

ketertiban dan keselamatan lalu lintas khususnya pada sektor 

transportasi darat, negara tentunya berkewajiban memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan baik 

                                                 
3 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2004), 39. 
4 Risdiyanto, Rekayasa Dan Manajemen Lalu Lintas Teori Dan Aplikasi 

(Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2014), 1.  
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berupa sarana maupun prasarana bagi ketertiban masyarakat itu 

sendiri. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan, yang mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan 

―Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis 

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai 

bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum‖. Sebagaimana 

peraturan tersebut tentunya salah satu upaya untuk menjaga prinsip 

akuntabilitas penyelenggaraan negara adalah dengan cara 

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu 

lintas. 

Perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas di 

Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Lampung Utara 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bertambahnya 

jumlah pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan bermotor. 

Salah satu cara untuk mengontrol dan bentuk antisipasi dalam 

mencegah faktor-faktor penghambat yang dapat menimbulkan 

gangguan pada kelancaran jalan yakni dengan menjaga stabilitas 

keamanan lalu lintas. Hal ini patut diperhatikan karena transportasi 

darat merupakan salah satu aspek yang sangat penting serta 

memiliki peran tersendiri dalam mendukung perkembangan dan 

pertumbuhan suatu kota.
5
 Dalam hal menjaga mobilitas, efisiensi 

dan kualitas hidup masyarakat maka perlu diadakan yang namanya 

manajemen lalu lintas jalan, yang mana hal ini menjadi sesuatu 

yang sangat penting untuk mengatasi masalah kemacetan dan 

kecelakaan.  

Manajemen lalu lintas sendiri merupakan sebuah pendekatan 

yang mencakup perencanaan baik itu perencanaan geometric 

hingga pengoperasian lalu lintas jalan, pengaturan dan 

pengendalian lalu lintas.
6
 Yang bertujuan untuk mengurangi 

kemacetan, megoptimalkan penggunaan ruang jalan dan 

meningkatkan efesiensi transportasi melalui peningkatan 

                                                 
5 Auliya Nurul Azizah, Anton Budiharjo, and Siti Maimunah, “KAJIAN 

MANAJEMEN LALU LINTAS DI KAWASAN PASAR BOGOR” 23, no. 1 (2022). 
6Rustam, Muhammad Syarif Prasetia Adiguna, et al., REKAYASA LALU 

LINTAS (Tahta Media Group, 2023), 2.  
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infrastruktur dan sarana lalu lintas yang memiliki teknologi yang 

lebih mumpuni dalam pengaturan lalu lintas.  

Merujuk pada peraturan sebelumnya, bahwa untuk terciptanya 

suatu tatanan lalu lintas yang tertib dan berguna bagi masyarakat 

maka diperlukannya suatu pengadaan manajemen pada lalu lintas 

jalan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang 

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan menyatakan : 

(1) Manajemen lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;  

(2) Manajemen lalu lintas dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum 

dan/atau perorangan setelah mendapat persetujuan Dinas 

Perhubungan.
7
 

Dinas Perhubungan sendiri merupakan Dinas Daerah yang 

memiliki tugas serta wewenang dalam menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perhubungan.
8
 Atau dapat dikatakan bahwa tugas pokok dari Dinas 

Perhubungan khusnya pada tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk 

melakukan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan umum, 

pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota melaluli 

Sekertaris Daerah.
9
 

Namun pada kenyataannya masih terdapat rambu-rambu lalu 

lintas yang tidak dilakukan perawatan sehingga hilang sebagian 

fungsi sebagai sarana yang baik dan berguna bagi masyarakat, 

yang mana hal ini merupakan bentuk nyata bahwa belum 

terlaksanakannya peraturan sebagaimana yang tertuang dalam 

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 

Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan di 

Kabupaten Lampung Utara. Dimana melalui data lapangan yang 

ada dan disertasi masih terdapat lampu lalu lintas yang kurang 

                                                 
7 Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 

2001 Tentang Manajemen Lalu Lintas Jalan. 
8 Rahma Novia, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, ―PERANAN DINAS 

PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT 

DI BIDANG ANGKUTAN KOTA‖ 1, no. 7 (n.d.): 1296–1304. 
9 Broto Priyono et al., Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau Dan 

Penyebrangan (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 108. 
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perawatan sehingga menyebabkan lampu lalu lintas tidak sinkron 

satu sama lain, durasi antara lampu merah dan hijau yang tidak 

akurat dan kerusakan pada lampu lalu lintas di beberapa titik kota 

yang terus dibiarkan. Sehingga dampak daripada itu dapat 

menimbulkan kemacetan di ruas jalan dan dapat menimbulkan 

kecelakaan baik bagi pengguna jalan maupun bagi pejalan kaki. 

Dan apabila melihat dari kacamata hukum Islam maka salah satu 

kaidah fiqhiyah yakni al-Dhararu Yuzalu ―bahwa setiap 

kemudaratan harus segera dihilangkan‖ dapat dikatakan belum 

terealisasikan secara utuh dalam permasalahan di atas. 

Pada penelitian ini kajian Fiqh Siyasah yang digunakan adalah 

Siyasah Tanfidziyyah. Siyasah Tanfidziyyah dapat diartikan sebagai 

politik atau lembaga yang melaksanakan suatu perundang-

undangan.
10

 Atau dapat diartikan juga bahwa Siyasah Tanfidziyyah 

sendiri merupakan suatu aturan perundang-undangan yang sejalan 

dengan nilai-nilai syariat dan dijadikan landasan dalam hal 

peraturan bernegara. 

Dalam fiqh Siyasah Tanfidziah lembaga eksekutif dikenal 

dengan Al-Sulthah al-Tanfidziyyah yang dipimpin oleh seorang 

khilafah. Khilafah diciptakan Allah SWT. di muka bumi ini salah 

satunya sebagai pelindung, pengayom dan bertugas untuk 

memakmurkan jagat raya, serta termasuk menjaga dan 

melestarikannya. Pada dasarnya tugas manusia di muka bumi ini 

tidak hanya sekedar hablu minallah wa hablu minannas, melainkan 

juga harus menjadi rahmat bagi seluruh alam dan masyarakat 

termasuk menjaga ketertiban dunia.
11  

Maka dari itu apabila melihat dari segi pemerintahan tugas 

daripada khilafah ini iyalah untuk mensejahterakan umat dan 

mewujudkan keamanan negara. Yang mana salah satu cara agar 

stabilitas keamanan dapat terealisasikan iyalah dengan menerapkan 

syariat Islam dan memperteguh iman, dikarenakan stabilitas 

keamanan umat sangat berkaitan erat dengan keimanan, dengan 

kata lain apabila keimanan seorang khilafah lemah atau bahkan 

                                                 
10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15. 
11 Agus Hermanto, Fikih Ekologi (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 65. 
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tiada maka ketertiban dan keamanan pun akan terhambat. 

Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surah Al-An‘am ayat 82 : 

دُونََ
َ
هْت مْنُ وَهُم مُّ

َ ْ
هُمُ ٱلْ

َ
ئِكَ ل

ََٰٓ
و۟ل

ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
نَهُم بِظ  إِيمََٰ

۟
بِظُىٓا

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

۟
رِينَ ءَامَىُىا

َّ
 ٱل

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan 

iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-

orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-An‘am [6]: 82) 

 

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat masalah 

tersebut dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Kasus Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lampung Utara). 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 

menetapkan fokus dari penelitian ini ialah untuk melihat 

bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang 

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan sudut tinjauan fiqh siyasah 

tanfidziyyah dari fokus tersebut sebagai sub fokus penelitian 

yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah Tnfidziyyah Terhadap 

Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lampung Utara). 

 

 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di 

atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang 

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam 

menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi 

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara?  

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap 

Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban 

dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten 

Lampung Utara?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang 

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam 

menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi 

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.  

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziah 

Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban 

dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten 

Lampung Utara.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat 

penelitian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis 

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang 

telah diuraikan sebelumnya, manfaat peneliti melaksanakan 

penelitian ini iyalah untuk memberikan pengetahuan serta 



 

 

  

8 

wawasan bagi akademisi mengenai Implementasi Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 

Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas 

Jalan, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu 

hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tata Negara atau 

Siyasah Syariyyah. Selain itu juga diharapkan menjadi 

stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 

pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh 

hasil yang maksimal.   

2. Kegunaan secara praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas 

terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan. Serta untuk memperluas 

khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna sebagai 

syarat untuk memenuhi tugas akhir agar dapat memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai 

bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, peneliti 

menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan 

hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini peneliti akan 

mendeskripsikan beberapa karya yang relevan dengan judul 

penelitian ini. Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, maka 

perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan 

dengan skripsi ini, berikut ini daftar penelitian yang penulis pakai 

sebagai bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini 

antara lain: 

1. R.A Ekie Prifitriani Ramona, ―Efektivitas Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan 

Berlalulintas di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros‖ 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
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Makassar. Penelitian ini membahas tentang apa saja yang 

menjadi faktor penghambat tidak dapat terlaksanakannya 

suatu peraturan di kalangan remaja.
12

 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian R.A Ekie 

Prifitriani Ramona adalah sama-sama membahas tentang cara 

meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas bagi 

masyarakat. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian 

R.A Ekie Prifitriani Ramona dengan penelitian yang penulis 

kaji yaitu terletak pada tinjauan dalam penelitian, yang mana 

pada penelitian yang penulis kaji menerapkan tinjauannya 

dalam prespektif fiqh siyasah. 

2. Waliyul Ahdi, ―Implementasi Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan‖ 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Darussalam-Banda Aceh. Penelitian ini membahas 

tentang peran dan tugas pemerintah yang berwenang dalam 

menjalankan peraturan yakni undang-undang nomor 22 tahun 

2009.
13

 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Waliyul Ahdi 

adalah sama-sama membahas tentang peran dan tugas dari 

pada pemerintah dalam menjalankan suatu undang-undang 

demi tercapainya keamanan dan keselamatan bagi 

masyarakat. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian 

Waliyul Ahdi dengan penelitian yang penulis kaji yaitu 

penelitian penulis lebih mengacu kepada peran pemerintah 

dalam upaya manajemen lalu lintas jalan. 

3. Asdar, ―Manajemen Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas 

di Dinas Perhubungan Kota Makasar‖ Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

                                                 
12 R.A Ekie Prifitriani Ramona, ―Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan 

Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten 

Maros‖ (Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar 2014). 
13 Waliyul Ahdi, ―Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019) . 
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Makassar. Penelitian ini membahas tentang upaya mencegah 

kemacetan lalu lintas di kota makassar.
14

 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Asdar adalah 

sama-sama mengkaji tentang manajemen rekayasa lalu lintas 

yang dalam hal ini dinaungi oleh Dinas Perhubungan, yang 

menjadi salah satu cara efektif dalam menanggulangi faktor-

faktor yang merugikan pengguna jalan. Sedangkan untuk 

perbedaan antara penelitian Asdar dengan penelitian yang 

penulis kaji yaitu penelitian Asdar lebih mengacu kepada 

manajemen penanggulangan kemacetan pada suatu jalan. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau tata cara 

untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang 

sistematis.
15

 Adapun unsur-unsur prinsip yang terkandung di 

dalam metode penelitian yakni terdiri dari ilmu pengetahuan; 

sejumlah metode, teknis dan teori; operasional; bersifat ilmiah 

dan dapat menjawab suatu permasalahan.
16

 Berdasarkan hal 

tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research). Menurut Denzin & Lincoln menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
17

 

Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai 

implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

                                                 
14 Asdar, ―Manajemen Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Di Dinas 

Perhubungan Kota Makasar‖ (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar). 
15Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syari‟ah (Yogyakarta: Kreasi 

Total Media, 2020), 151.   
16Ibid, 152.  
17 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa 

Barat: CV Jejak, 2018), 7. 
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Lampung Utara nomor 5 tahun 2001 Tentang 

Pelaksanaan Manajem Lalu Lintas Jalan. Adapun objek 

dalam penelitian ini adalah Studi di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sifat penelitian  

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis. Metode deskriptif merupakan status metode 

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada 

pada suatu fenomena tertentu.
18

 

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan suatu keterangan yang 

diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya dan 

diolah sendiri oleh peneliti.
19

 Dalam penelitian ini data 

primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden 

yang terdiri dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lampung Utara dan Pegawai 

lainnya yang bersangkutan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah salah satu bentuk data yang 

tidak berkaitan langsung dengan sumber yang 

sebenarnya.
20

 Dalam pengumpulan data sekunder dapat 

dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan 

buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. 

 

 

                                                 
18 Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: 

Pradigma, 2005), 58. 
19 J Supranto, Metodologi Peramalan Kuantitatif : Untuk Perencanaan 

Ekonomi Dan Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10. 
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004), 115. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Menurut Margono, Metode wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden tersebut dicatat atau direkam guna sebagai 

bahan penelitian.
21

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala 

Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lampung Utara dan Pegawai lainnya yang bersangkutan. 

b. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan 

memanfaatkan panca indra (penglihatan dan 

pendengaran) guna menemukan informasi terkait gejala 

yang sedang diamati dengan cara melalui metode 

pencatatan kemudian dengan catatan tersebut barulah 

dapat dianalisis.
22

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variable berupa foto, catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.
23

 

 

 

 

 

                                                 
21 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), 165. 
22 Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 

2004), 70. 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek 

penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu 

yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu 260 orang pegawai Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sampel 

Sampel merupakan kelompok kecil yang diamati 

serta merupakan bagian dari populasi sehingga sifat 

maupun karakteristiknya juga dimiliki oleh sampel.
24

 

Adapun cara pengambilan sampel pada penelitian ini 

ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu 

penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh 

peneliti. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah : 1 

Kasi Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas Lalu 

lintas, 1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu 

Lintas, 2 orang pegawai yang bertugas di bidang lalu 

lintas, dan 2 orang masyarakat di kabupaten lampung 

utara. Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 6 

orang. 

Pihak tersebut peneliti pilih dengan alasan karena 

pihak-pihak tersebut berkompeten guna memenuhi 

kevalidan penelitian. 

 

5. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur 

pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan 

yang dilakukan.Karena penelitian ini mengunakan metode 

kualitatif atau lapangan, maka metode dalam pengelolaan 

data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan 

mengatur data secara efektif sehingga dapat memudahkan 

pemahaman. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti 

yaitu: 

                                                 
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173–174. 
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a. Pemeriksaan Data (editing) 

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan kembali dari 

semua data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara 

data yang akan dianalisis. 

b. Klasifikasi (classifying) 

Klasifikasi yaitu proses pengelompokkan semua 

data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek 

penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung 

dilapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca 

dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan 

sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang 

telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, 

serta memberikan informasi yang objektif yang 

diperlukan oleh peneliti.
25

 

 

c. Verifikasi (verifying) 

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan 

informasi yang telah didapat dari lapangan agar 

validitas data dapat diakui kebenarannya dan 

digunakan dalam penelitian. 

d. Kesimpulan (concluding) 

Yang terakhir kesimpulan, yaitu langkah akhir 

dari pengelolaan data. Kesimpulan ini yang nantinya 

menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. 

 

6. Analisis Data 

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian 

dilakukan analisis data. Analisis yang digunakan yakni 

secara deskriptif, yang mana dapat diartikan bahwa suatu 

prosedur penelitian yang memperoleh atau menghasilkan 

data kualitatif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan 

                                                 
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 104. 
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yang bersumber dari orang-orang dan tingkah laku yang 

dapat dipahami.
26

  

Analisa kualitatif digunakan dengan cara merinci 

serta menguraikan kalimat hingga dapat memperoleh 

kesimpulan yang jelas. Analisa kualitatif sendiri 

merupakan upaya sistematis dalam penelitian berupa 

pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

yang jelas dan lengkap tentang bagaimana keadaan 

hukum yang berlaku serta fenomena hukum tertentu yang 

terjadi pada suatu daerah dan lapisan masyarakat. 

Sedangkan kerangka yang digunakan penulis dalam 

menganalisis data yakni dengan menggunakan kerangka 

berfikir induktif, yang mana kerangka ini diperoleh dari 

fakta-fakta atau peristiwa tertentu. Yang bertujuan untuk 

memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari 

tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah Terhadap Implementasi 

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 

Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen 

Lalu Lintas Jalan. Namun pada dasarnya kesimpulan ini 

dapat digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus 

yang sama di wilayah yang berbeda. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok 

permasalahan, penulis menyususn sistematika pembahsan 

menjadi 5 (lima) bab dari judul ―Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang 

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas‖ ini melipiti : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, 

Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

                                                 
26 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2010), 42. 
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Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

2. BAB II LANDASAR TEORI 

Bab ini penulis memaparkan mengenai teori Pengertian Fiqh 

Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Pengertian Fiqh 

Siyasah Tanfidziyyah, uraian mengenai Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 

tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan, 

Pengertian Manajemen Lalu Lintas Jalan, Manajemen Lalu 

Lintas Jalan dalam Pandangan Hukum Islam, dan Peran 

Pemerintah Dalam Melaksanakan Manajemen Lalu Lintas 

Jalan. 

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini penulis memaparkan tentang profil lokasi penelitian 

yaitu gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lampung Utara, Peran Dinas Perhubungan dalam 

menciptakan ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan 

di Kabupaten Lampung Utara, Penyelenggaraan dan prosedur 

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan di Kabupaten 

Lampung Utara, Faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan di Kabupaten 

Lampung Utara.  

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini penulis memaparkan tentang analisis terhadap 

implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen 

Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan 

keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten 

Lampung Utara, dan tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah 

terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban 

dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten 

Lampung Utara. 
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5. BAB V PENUTUP 

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari skripsi ini 

dan rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas, 

hasil penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan 

Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lampung Utara). Maka penulis menyimpulkan 

beberapa diantaranya: 

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 

Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu 

Lintas Jalan khususnya dalam hal menciptakan ketertiban dan 

keselamatan lalu lintas bagi masyarakat dan pengguna jalan 

sudah diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lampung Utara sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam 

Pasal 4. hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat dalam kebijaksanaan 

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, diantaranya ialah 

terwujudnya rasa aman, nyaman, dan kelancaran dalam 

berlalu lintas serta dapat meminimalisir kemacetan dan 

kecelakaan. Namun meskipun Peraturan Daerah tersebut 

sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lampung Utara, masih didapati beberapa kekurangan 

sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut 

menjadi kurang optimal. Seperti masih didapati rambu lampu 

lalu lintas yang tidak dirawat secara berkala yang mana hal ini 

disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dana yang 

menjadikan kegiatan perawatan maupun pengadaan 

manajemen lalau lintas jalan menjadi terhambat.  

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terkait implementasi 

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 

Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas 

Jalan dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh 

Siyasah Tanfidziyyah. Dikatakan demikian karena kegiatan 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung 
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Utara yakni terkait manajemen lalu lintas jalan merupakan 

salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan 

rakyat, hal ini dapat dilihat dengan tersampaikannya manfaat 

atau dampak positif yang ditimbulkan dari adanya 

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan kepada masyarakat 

atau pengguna jalan. Namun dalam segi proses pelaksanaan 

masih terdapat kekurangan diantaranya masih didapatinya 

kekurangan pada mesin elektronik dan kondisi rambu lampu 

lalu lintas yang perlu diadakan pengecatan dan perawatan 

ulang guna meningkatkan sistem dan fungsi daripada rambu 

lampu lalu lintas itu sendiri. Serta kurangnya sosialisasi yang 

diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat 

pengguna jalan tentang pentingnya taat berlalu lintas, 

sebagimana kaidah Fiqh Siyasah yaitu ditegaskan bahwa 

setiap segala sesuatu yang bentuknya kemudaratan harus 

segera dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Sehingga 

menjadi tugas penting Dinas Perhubungan agar dapat mencari 

solusi serta tindakan yang harus dilakukan terkait kekurangan 

tersebut.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada pembahsan di atas, terdapat beberapa hal 

yang dapat penulis sarankan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah daerah kabupaten lampung utara, 

khususnya Dinas Perhubungan yang menaungi terkait 

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan. Sebagai bentuk 

upaya agar dapat terciptanya ketertiban dan keselamatan bagi 

pengguna jala yang lebih optimal, hendaknya Dinas 

Perhubungan kabupaten lampung utara dapat memberikan 

wadah khusus bagi masyarakat sekitar untuk menampung 

berbagai macam aduan dan kritikan terkait situasi rambu lalu 

lintas sebagai bentuk kerjasama dengan para pengguna jalan. 

2. Untuk pemerintah daerah kabupaten lampung utara, 

khususnya Dinas Perhubungan agar dapat melakukan 

sosialisasi atupun memberikan himbauan sesering mungkin 

baik kepada para pelajar maupun pada pengguna jalan lainnya 
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baik itu saat melaksanakan pengaturan lalu lintas maupun 

melalui rekaman suara yang diperdengarkan di lokasi lampu 

lalu lintas terkait tentang betapa pentingnya akan tertib berlalu 

lintas guna menjaga keselamatan jiwa. Serta lebih 

meningkatkan hubungan kerjasama baik itu dengan pihak 

swasta dan pemerintah terkait lainnya agar dapat 

mempercepat proses pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan 

baik itu dari segi anggaran maupun pelaksanaannya.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian tentang 

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan kiranya dapat dikaji 

lebih mendalam lagi dengan permasalahan yang berbeda. Hal 

ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen lalu lintas 

jalan.  
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